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RINGKASAN

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, daRelaporan Pajak
Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada KantorPelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Juwita Febriyanti, 130903101030; 59
halaman; Program Studi Diploma Ill Perpajakan Rasullmu Sosial dan limu Politik
Universitas Jember.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKMdghber adalah instansi
milik pemerintah dibawah Direktorat Jendral Kekayddegara (DJKN). KPKNL
suatu instansi pemerintah yang menjadi sumber peaan negara. Salah satu
penerimaan negara yang diterima KPKNL Jember ad@ighk Pertamabahan Nilai
atas jasa konstruksi renovasi pagar umah negara.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak penjualan ggnggut atas dasar nilai
tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilaib&man adalah setiap tambahan
yang dilakukan oleh penjual atas barang atau jasg ylijual. Pajak Pertamabahan
Nilai adalah pajak tidak langsung. Pajak Pertamaiakilai juga merupakan pajak
objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulkgaajiban pajak di bidang
PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

Sebelum kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) penolengajukan permohonan
magang kepada KPKNL Jember, setelah permohonatujdiseleh KPKNL Jember,
penulis mendapatkan surat tugas Praktik Kerja NyBt&N) dengan nomor surat
249/UN25.1.2/SP/2016 dari Fakultas yang diseralikkalkPKNL Jember.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) meliputi: (1) mi@antu tugas yang
dilakukan karyawan berupa pengisian data, (2) nygat@an informasi tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas jasa konstruksi pada KPK&hb&r atas pembangunan pagar
rumah negara. KPKNL Jember memilih pengadaan lamggdalam pemilihan rekanan
renovasi pagar rumah negara tersebut. Setelah KP¥hhber menetapkan rekanan
tersebut dalam renovasi pagar rumah negara, rekeraabut menetapkan harga

penawaran yang disetujui oleh KPKNL Jember yangahkan dengan

Vii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh N{dPRember dan rekanan.
Pengerjaan dilakukan selama kurang lebih 14 hari diakhiri dengan berita acara
serah terima hasil pengerjaan, setelah pekerjaaebiet selesai. Berita acara serah
terima pengerjaan tersebut menjadi acuan dari pgsndia atas pengerjaan renovasi
pagar rumah negara tersebut, dimana dalam pembagidakukan pemungutan PPN
atas jasa konstruksi sebesar 10%. KPKNL Jemberadiewgjib pungut terhadap PPN
jasa konstruksi dan wajib menyetorkan ke kas nedgdP&NL Jember menggunakan
with holding tax systemdalam pemungutan PPN ini, yaitu wewenang kepalakpi
ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yangdmgkutan) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perkembangan perekonomian Indonesia pada era igladialini terus
meningkat. Sebagai negara berkembang, perkembangarekonomian
bermanfaat untuk mencapai tujuan negara sebagaiteezentum dalam Alinea
IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasdukaan tersebut negara
mempunyai 2 tugas vyaitu tugas rutin dan tugas pegwan. Untuk
melaksanakan tugas pembangunan membutuhkan dagaigak sedikit, untuk
itu pemerintah terus berupaya untuk membiayai sgmengeluaran negara secara
mandiri. Pemerintah tidak dapat mengandalkan banluer negeri karena akan
memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, dengan barysmutang luar negeri.
Dalam Penjelasan Umum Undang — Undang Nomor 17maB03 tentang
Keuangan Negara Alinea pertama menjelaskan babalam rangka pencapaian
tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalamadNh&@embukaan Undang-
Undang Dasar 1945, dibentuk pemerintahan negarg yaenyelenggarakan
fungsi pemerintahan dalam berbagai bidang. Pemka&mtpemerintahan negara
tersebut menimbulkan hak dan kewajiban negara gapgt dinilai dengan uang
yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelotaaiangan negara”
Pengelolaan keuangan negara tersebut harus digalakgn secara
professional, terbuka, dan bertanggung jawab seébhggian dari upaya
perwujudan tata kelola pemerintahan yang ba&ol govermepiSelain itu,
penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara hdasadkan pada penerapan
kaidah-kaidah yang baikbést practicg seperti akuntabilitas yang berorientasi
pada hasil, profesionalisme, proporsionalitas, rkeleaan, dan pemeriksaan
keuangan oleh badan pemeriksa keuangan yang babasahdiri.
Sumber-sumber penerimaan negara untuk melaksanalg@s-tugasnya
dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan negkaa Ipajak, dan hibah. Dari

ketiga sumber penerimaan tersebut, sumber penerilyaeg berasal dari pajak
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merupakan sumber penerimaan yang paling potenalamd memenuhi target
penerimaan. Tahun 2015 realisasi penerimaan pajalkas 1.055 Triliun.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yangang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkdang — undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan akgnnuntuk keperluan
Negara bagi sebesar — besarnya untuk kemakmurgatrddU No. 28 Tahun
2009). Pajak di Indonesia bersifat dinamis dan nhkeig perkembangan
perekonomian sehingga menuntut adanya perbaikagrasesistem operasional
yang lebih efektif dan efisien. Perbaikan sistemerapional berupa
penyempurnaan kebijakan dan sistem administraspajgan (penggunaan
jaringan internet) diharapkan dapat mengoptimalkatensi perpajakan yang
tersedia.

Sumber penerimaan negara khususnya dari sektoajpkgm berasal dari
BUMN, BUMD, dan juga instansi-instansi pemerintaalah satunya adalah
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKIeh)ber. Wilayah kerja
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPBKInber meliputi lima
(5) kabupaten vyaitu Jember, Bondowoso, Situbond@nyBwangi, dan
Probolinggo. Beberapa jenis pajak yang dipungut ai@otong dan dikenakan
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelaR¢NK) Jember adalah

sebagai berikut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Tabell.1 Penerimaan Negara yang diterima dari KPB&mber
Penerimaan Negara yang diterima dari KPKNL Jember
1. Dari Sektor Pajak

Jenis Penerimaan Dasar Pengenaan

(a) (b)

Pajak Penghasilan 21 Penghasilan yang diterima
Wajib Pajak Orang Pribadi

Pajak Penghasilan 22 Harga pembelian barang

Pajak Pengahsilan 23 Jumlah  Bruto atas Jenis
Penghasilan

(Jasa, Deviden, Royalti)

Pajak Pertambahan Nilai Harga beli atas pengadaan

barang

Jasa Konstruksi

Pajak Penghsilan Final atas Tanah dan/atéeseluruhan harga pokok lelang

Bangunan
2. Bukan Sektor Pajak
(a) (b)
Bea Lelang Pokok Lelang
Dari sisa hutang yang wajib
Biaya Pengurusan Piutang Negara dilunasi

Sumber: KPKNL Jember, 2016.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNEmber
merupakan instansi pemerintah sebagai pemunguk pa@dambahan nilai atas
pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak gidakukan oleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jen8istem pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPKNL Jemberggemakarwith holding
tax systemDalam transaksinya, KPKNL Jember wajib menghitumgmungut,
menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilaangyterutang oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan BaenragRajak (BKP) dan/atau
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Jasa Kena Pajak (JKP). Kantor Pelayanan Kekayaagarbledan Lelang
(KPKNL) Jember mempunyai kontribusi pajak cukup dasesntuk jenis Pajak
Pertamabahan Nilai pada tahun pajak 2015 deng#@mwabagai berikut:

Tabel 1.2 Pemungutan PPN masa pajak Februari 28486 WPKNL Jember

No. Tanggal Uraian Jumlah Pajak
1. 12 Februari2016 Pungut pajak PPN No. Kuitansi 00007 Rp. 107.136
2. 12 Februari 2016 Pungut pajak PPN No. Kuitansi 0801 Rp. 445.455
3. 12 Februari 2016 Pungut pajak PPN No. Kuitansi 0801 Rp. 160.000
4. 12 Februari 2016 Pungut pajak PPN No. Kuitansi @801 Rp. 222.500
5. 17 Februari 2016 Pungut pajak PPN No. Kuitansi @301 Rp. 177.273
6. 29 Februari 2016 Pungut pajak PPN No. Kuitansi 0202 Rp.2.536.364

7. 29 Februari 2016 Pungut pajak PPN No. Kuitansi 0002 Rp. 203.182

Sumber: KPKNL Jember,2016.

Dalam uraian pemungutan pajak yang dilakukan oleKIML Jember pada
masa pajak Februari 2016 terdapat salah satu perramgPN yang cukup besar
yaitu untuk pemungutan PPN No. Kuitansi 000202 sab®&p. 2.536.364 (29
Februari 2016) sehingga penulis tertarik untuk megmals pemungutan PPN atas
kuitansi tersebut yang merupakan pemungutan PPNjaga konstruksi renovasi
pagar rumah negara.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidagsung dan bersifat
objektif, artinya pajak tersebut disetor oleh piHaik yang bukan penanggung
pajak, atau dengan kata lain penanggung pajak triakyetorkan secara langsung
pajak yang dia tanggung. Dasar hukum yang digunakdémk penerapan Pajak
Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Republigiedia No. 8 Tahun 1983
berikut revisinya, yaitu Undang-Undang Republikdndsia No. 11 Tahun 1994
berikut revisinya, yaitu Undang-Undang Republikdndsia No. 18 Tahun 2000,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangdand) Republik Indonesia
NO. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Ndear®y dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah.
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Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak (Bl Jasa Kena
Pajak (JKP) merupakan pajak yang dikenakan atasukosi didalam negeri dan
dikenakan tarif tunggal PPN vyaitu 10%. Pajak Pebman Nilai dikenakan atas
pertambahan nilai dari barang dan jasa yang hasilmtau diserahkan oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau pemungut PPN.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu bostrpajak terbesar di
Indonesia dikarenakan PPN selalu muncul disetiapstiksi penyerahan dan
perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kerak R#{P) yang dilakukan
oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan.

Berdasarkan hasil uraian tersebut laporan PraktifakNyata (PKN) yang
dilaksanakan selama 1 (satu) bulan di Kantor Pakry&Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember, penulis mengambil judirosedur Perhitungan,
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertamiban Nilai atas Jasa
Konstruksi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara da Lelang (KPKNL)
Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut makallipemengajukan
rumusan masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Perhitynd®emungutan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Naai J#sa Konstruksi pada

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKgmber?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikaratds, adapun tujuan
pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN), yaitu:

a. Untuk mengetahui Prosedur Penghitungan, Pemung®@amyetoran, dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kksstpada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember

b. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung ma&npgelaksanaan
kegiatan kerja pada kantor Pelayanan Kekayaan He@an Lelang
(KPKNL) Jember.
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Untuk memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalkengn tentang
pelaksanaan kegiatan kerja pada Kantor Pelayankayan Negara Dan
Lelang (KPKNL) Jember.

Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam merajkées perkuliahan di
Program Studi Diploma Il Perpajakan Fakultas IlrBosial dan limu
Politik Universitas Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata antara lairagabberikut:

Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan gagh program studi
diploma IlI.

Memperoleh pengalaman kerja yang tidak pernah didiegtika di bangku
kuliah.

Sebagai sarana latihan kerja serta menerapkanydmg diterima di bangku
kuliah, khususnya yang berkaitan dengan Pajak rabethan Nilai atas Jasa
Konstruksi.

Untuk melatih kemampuan dalam menghadapi situasi ktandisi yang
berbeda antara teori dan praktek.

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gamiang lebih
jelas tentang Prosedur Perhitungan, Penyetoran Rsaporan Pajak
Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi pada Kd&tgt@yanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Jember.

1.3.3 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Bagi Mahasiswa

1. Agar dapat mempraktekkan teori-teori yang telaleifeh selama ma
perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaandRréddrja Nyata
ini.

2. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilahidahg
perpajakan maupun limu Pengetahuan dan Teknologi.
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Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapia dkerja
dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengaiayaag diperoleh
sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

dapat memahami aplikasi ilmu yang telah didapat di
perusahaan/instansi.

menambah pengetahuan dan memperoleh pengalaman dedragai
penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menermppaodidikan di
Program Studi Diploma lll Perpajakan Fakultas li®osial dan lImu
Politik Universitas Jember.

Untuk membantu dan ikut berperan serta dalamakagipekerjaan di

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKiejber.

Bagi Universitas

1.

Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Univassdengan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember
Memberikan uji nyata atas ilmu yang diperoleh selaiperkuliahan.
Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang bpdtem
dibidangnya di Universitas Jember khususnya Progs&mi Diploma

[l Administrasi Perpajakan.

Bagi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelaRiK{#L) Jember

1.

Merupakan Sarana untuk menjembatani antar perusataa instansi
dan Universitas Jember untuk kerja sama lebih tabaik bersifat
akademisi maupun bersifat organisasi.

Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul.

Membantu mahasiswa bagaimana cara menghadapi et@s yang
disiplin dan kian hari agar menjadi pekerja yangfgssional.

Bagi Pengembangan limu

Laporan yang dibuat dijadikan referensi bagi maivesilain yang akan

mengikuti Praktek Kerja di Kantor Pelayanan Kekaybliagara Dan Lelang
(KPKNL) Jember.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dilkexkan oleh para pakar,
yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tuj@ang ywama yaitu merumuskan
pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbegadamanya terletak pada
sudut pandang yang digunakan oleh masing-masirak gpghda saat merumuskan
pengertian pajak. Definisi pajak menurut Santosot@&tiharjo dalam Pengantar
lImu Hukum Pajak, Pajak adalah iuran kepada Ne@gag dapat dipaksakan)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurratpran-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali langsung yapat ditunjukan dan
gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaramusehubungan dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut Soemitro dalam Pengantar sikiygkatm Pajak, Pajak
adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta kéorsgdublik berdasarkan
undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidakdapat imbalan
(tegenprestatie) secara langsung yang dapat ditunjukkan dan digu

nakan untuk membiayai pengeluaran umum serta yanmakan sebagai
alat pendorong, penghambat, atau pencegah untukamp&ntujuan yang ada
diluar bidang keuangan Negara.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pag@ungut oleh Negara
(Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) bekdasandang-undang dan
dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkamya&ontraprestasi secara
langsung dan individu oleh pemerintah karena hdati pembayaran pajak
digunakan untuk membiayai pembangunan yang ditojukatuk kepentingan
umum dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, @gm@ran pajak
dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan jalarvinsip pembangunan
kantor dinas suatu instansi pemerintahan, untuk bagar gaji Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang posisinya sebagai pelayan masgarakembiayai pengadaan
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kebutuhan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNIpdfisian Republik Indonesia
(POLRI) dan lain lain.
2.1.1 Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2013:1), Buriggjak yaitu sebagai
berikut:
a. FungsiBudgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untukbragan pengeluaran
pengeluarannya.
b. Fungsi Mengatu(Regulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksankkbipaksanaan
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Contoh:
1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keuasuk
mengurangi konsumsi masyarakat mengkonsumsi minkeras,;
2. pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-baraegiah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif;
3. tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekgwoduk

indonesia di pasaran dunia.

2.1.2 Pengelompokan Pajak
Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2013:13lahkd sebagai
berikut:
a. Menurut Golongannya
1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul semieh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkgada orang lain.
Contohnya: Pajak Penghasilan.
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirmjapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai.
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b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subyektifyaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dijid/Pajak.
Contohnya: pajak penghasilan

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal padgkibya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. ContohalPBertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut lembaga pemungutnya

1. Pajak Pusat, yaitu Pajak yang di pungut oleh petadripusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan N#a Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang di pungut oleh Penadgr Daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.kP@gerah
terdiri atas :

a) Pajak provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor Bajak
Bahan bakar kendaraan bermotor.
b) Pajak kabupaten/kota contoh : pajak hotel, pajgkoran, dan

pajak hiburan dan lain-lain.

2.1.3 Wajib, Subjek dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketenperaturan
perundang undangan perpajakan daerah diwajibkaok untelakukan
pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemuteyupamotong pajak
tertentu.

b. Subjek Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang dapahdkan Pajak.

c. Objek Pajak
adalah bentuk kegiatan baik yang di lakukan olemgrpribadi maupun

badan yang bisa menimbulkan hutang pajak.
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2.1.4 Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2013:28alah nomor
yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saramanelrasi perpajakan yang
digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitéajib Pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah:

a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajdikpa
b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak d@aam

pengawasan administrasi perpajakan.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2013:7) menyatakan bahwa Sispamungutan
pajak yang digunakan di Indonesia dapat dibagi atej (tiga) sistem yaitu:
a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenr@pada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pgaky terutang oleh
Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutaiag pada
Fiskus.
2. Wajib Pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan ketetapgakpaleh fiskus.
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memlegiewang kepada
Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pggalk) terutang.
Ciri-cirinya:
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutaiag pada
Wajib Pajak sendiri;
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetlan melaporkan
sendiri pajak terutangn,
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
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2.1.6
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With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memlmxsewang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajakgy&ersangkutan)
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang\Wilgio Pajak.
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajakgyterutang ada
pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wapigak.

Tarif Pajak.

Menurut pendapat Mardiasmo (2013:9) ada 4 macehptgak yakni :
Tarif Pajak sebanding/ proposional

Tarif berupa persentase yang tetap,terhadap bempapnlah yang
dikenakan pajak sehingga besarnya pajak yang terupaoporsional
terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contohnya :

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam dapediean akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadapplapian jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutdap.

Contoh :

Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyeb giengan nilai nominal
berapapun adalah sebagai berikut Rp.3000,00

Tarif Progresif

Persenatase tarif yang digunakan semakin besardlg dikenai pajak
semakin besar pula.

Besaran tarif progresif Pajak Penghasilan untukifrgjak orang pribadi

dalam negeri.
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Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak (%)

Sampai dengan Rp 50.000000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp. 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp. 500.000.000,00 30%

Sumber: Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008
Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif pragoedagi :
1. Tarif progresif progresif : kenaikan persentaseaembesar
2. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
3. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase &amieecil.
d. Tarif Degresif
Persentase tarif yang digunakan semakin kecil joilddah yang dikenai

pajak semakin besar.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai
2.2.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajalafbegthan Nilai
Barang dan Jasa dan Jasa Penjualan Atas BaranghMgamg lebih dikenal
dengan nama Undang-Undang Pajak Pertmabahan N8 fnerupakan salah
satu produk reformasi sistem perpajakan nasioral feform) 1983. Sebagai
pengganti Undang-Undang nomor 35 Tahun 1953 tenRag@gk Penjualan,
Undang-Undang PPN 1984 ini mulai berlaku pada tah@épril 1985. Dalam
kurun waktu 15 tahun sejak mulai berlaku, Undandamg ini mengalami dua
kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan dedgdiang-undang Nomor 11
Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Janl@95, sedangkan
perubahan yang kedua dilakukan dengan Undang-undangr 18 Tahun 2000
yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001 dan teratkhubah dengan Undang-
undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambait@nabhs Barang dan Jasa

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
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2.2.2 Pengertian Pajak Pertamabahan Nilai

Menurut Rosdiana et all dalam Perpajakan (2006:PHak Pertambahan
Nilai atauValue Added Tarerupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar
nilai tambah yang timbul pada setiap transaksiaiNiambahan adalah setiap
tambahan yang dilakukan oleh penjual atas baraagjasa yang dijual, karena
pada prinsipnya setiap penjual menghendaki adarngaahan tersebut yang bagi
penjual merupakan keuntungan.

Pajak Pertamabahan Nilai adalah pajak tidak lamgsuPajak
Pertamabahan Nilai atas Barang atau Jasa Kena Pajakngutannya dapat
dilakukan sampai beberapa kali untuk sampai padaipgut terakhir, yaitu pada
konsumen terakhir sebagai pemakai Barang atauKkasa Pajak tersebimulti
stage levy).

Pajak Pertamabahan Nilai juga merupakan pajak kbbjeyang
mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajibaakpdj bidang PPN sangat
ditentukan oleh adanya objek pajak. Dalam hal onidisi subjektif subjek pajak

tidak relevan.

2.2.3 Objek Pajak Pertamabahan Nilai
Menurut Untung Sukardi (PPN:2012), objek Pajaktd#eabahan Nilai
adalah sebagai berikut:
a. Objek pajak penentuannya berdasarkan mekanisme umum
1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Papaag
dilakukan oleh pengusaha;
2. impor Barang Kena Pajak;
3. penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam DaerbbaRayang
dilakukan oleh pengusaha,;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dari luar Da®abean, di
dalam Daerah Pabean;
5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar D&ahean, di dalam
Daerah Pabean;
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6. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud oleh PextzmsKena
Pajak (PKP);

7. ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud oRdngusaha
Kena Pajak (PKP);

8. ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kgla(PiEP).

b. Objek pajak yang penentuannya berdasarkan mekakisases:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidalamakegiatan
usaha atau pekerjaan baik yang dilakukan oleh opaiimadi atau
badan;

2. penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) berupa aktivey yaenurut
tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk dipeljakkan oleh
Pengusaha Kena Pajak (PKP) , kecuali atas penyel@tava yang
Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.2.4 Jasa Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai
Jasa tidak kena pajak sesuai dengan Undang-Undang2NTahun 2009

tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjwds1Barang Mewah pasal
4A adalah sebagai berikut:

a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
jasa pelayanan sosial,
jasa pengiriman surat dengan perangko;
jasa keuangan,;

jasa asuransi;

- ® 2 0o T

jasa keagamaan;

jasa pendidikan;

- @

jasa kesenian dan hiburan;

jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

j. Jjasa angkutan umum di darat dan air serta jasaudagkudara dalam
negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan @sa pngkutan udara luar
negeri;

k. jasatenaga kerja;
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|. jasa perhotelan;

m. jasa yang disediakan oleh pemrintah dalam rangkanjata@kan
pemerintahan secara umum;

jasa penyediaan tempat parkir;

jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;

jasa pengiriman uang dengan wesel pos dan;

2 T o 5

jasa boga atau katering.

Berdasarkan jasa-jasa yang telah disebutkan diddéas, konstruksi tidak
termasuk dalam jenis jasa yang tidak dikenakan BENngga jasa kostruksi
termasuk jasa yang dikenakan PPN yang termasukndalaek pajak PPN

penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean.

2.2.5 Saat Dan Tempat Terutang Pajak Pertambiditesin
Menurut Untung Sukardi (PPN:2012), saat dan tentpaitang PPN
adalah sebgai berikut:

a. Saat Pajak Terutang

1. Penyerahan Barang Kena Pajak;
2. penyerahan Jasa Kena Pajak;
3. impor Barang Kena Pajak;
4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud demi Daerah

Pabean, di dalam Daerah Pabean:;

el

ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
6. ekspor Jasa Kena Pajak;
7. pada saat Pembayaran, dalam hal pembayaran ditesgalum
penyerahan/pemanfaatan.
b. Tempat Pajak Terutang
1. tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempaitateey usaha
dilakukan;
2. tempat Barang Kena Pajak (BKP) dimasukkan, dalamn irngor
Barang Kena Pajak (BKP);


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

17

3. satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Dirfesgak atas
permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak (B&lFjgai tempat
pemusatan pajak terutang;

4. ditetapkan oleh Dirjen Pajak;

5. orang pribadi yang ditempat tinggalnya tidak adgi&en usaha, pajak
terutang ditempat kegiatan usaha dilakukan;

6. tempat bangunan sedang didirikan untuk kegiatanbaagun sendiri
EKS.

2.2.6 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuaamé&hglang-Undang

Perapajakan No.42 tahun 2009 tentang tentang Pageembahan Nilai Barang

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

1. Harga Jual dan Penggantian
Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk sdomja yang diminta
atau seharusnya diminta oleh penjual karena pemger&8arang Kena
Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yapgngut berdasarkan
Undang-undang potongan harga yang dicantumkan dalenr pajak.
Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk sbraya yang diminta
atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karengepghan Jasa Kena
Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Baran@ Rajak Tidak
Berwujud, tetapi tidak termasuk pajak yang dipungunurut Undang-
undang dan potongan harga yang dicantumkan dal&turHaajak, atau
nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnyyalitmdeh penerima jasa
karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwafiard Jasa Kena
Pajak dari luar Daerah Pabean dalam Daerah Pabean.
2. Nilai Impor

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadiad penghitungan bea
masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dadamturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabedara cukai

untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk PBRgitamabahan Nilai


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

18

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungatirut undang-
undang.

3. Nilai Ekspor
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk sebaya yang diminta

atau seharusnya diminta oleh eksportir.

2.2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai
Tarif PPN diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahd@92tentang Pajak
Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Baremgah. Berikut adalah tarif
Pajak Pertambahan Nilai:
1. Tarif Pajak Pertamabahan Nilai adalah 10% (seppérben)
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapakan: atas
a) ekspor BKP Berwujud;
b) ekspor BKP Tidak Berwujud;
c) ekspor JKP
3. Dengan Peraturan Pemerintah, tarif sebagaimanakdiudgpada ayat (1)
dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (limsepedan setinggi-
tingginya 15% (lima belas persen).

2.2.8 Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003ggal 24
Desember 2003 menunjuk Bendaharawan PemerintaKalaor Perbendaharaan
dan Kas Negara sebagai Pemungut Pajak Pertamaldhan

Sesuai dengan pasal 1 angka 27 Undang-Undang Réthirigut Pajak
Pertambahan Nilai adalah bedaharawan pemerintadanbaatau instansi
pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan kinftemungut, menyetor,
dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Rajak atas penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak keeadalmrawan pemerintah,

badan, atau instansi pemerintah tersebut.
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Yang dapat menjadi pemungut PPN antara lain adalah:
a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),paiem kantor

dibawah Direktur Jendral Anggaran Departemen Keamangnerupakan

kantor yang mengelola pengeluar uang Negara, balalon APBN
maupun APBD, yang juga ditunjuk sebagai kantor yaramungut PPN
bersamaan dengan pengeluaran uang Negara yanglalikel.

Pelaksanaan pemungutan PPN yang dilakukan oleh kiflBkukan saat

rekanan pemrintah mengajukan tagihan pembayaras @eayerahan

BKP/JKP terhadap bendahara pemrintahj yang pemaayga melalui

APBN.

b. Bendaharawan Pemerintah

Bendaharawan Pemerintah adalah:

1. Bendaharawan Pengeluaran Pemerintah Pusat dan hDgertu
pejabat yang mengeluarkan dana yang berasal daggakan
Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pe¢adagan
Belanja Daerah,;

2. Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu p¢jghaag diberi
kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengdiabat
pengeluaran anggaran, menguji tagihan kepada Negha
menandatangani SPM, yang ditunjuk oleh Penggunag&iag atau
Kuasa Pengguna Anggaran
Bendaharawan pemerintah dapat meliputi bendahrapeanrintah
pusat, maupun bendahrawan pemerintah daerah, bealilagai
bendahrawan rutin maupun bendaharawan proyek. Bemdan
adalah termasuk sebagai pemungut PPN, selain lmdiam tertentu
seperti: Pertamina, Kontraktor bagi hasil dan Kakkarya di bidang
Minyak, gas bumi, panas bumi dan pertambangan urainmya,
BUMN, BUMD, Bank Milik Daerah, Bank Milik Negara, dhk

Indonesia.
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PPN dan PPn.BM tidak dipungut oleh bendaharawanepetah
dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banygk R
1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yapgdah-pecah.
3. Badan-badan tertentu
Badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemuR&N antara
lain:
a. Pertamina.
b. Kontraktor bagi hasil dan Kontrak karya di bidangniak, gas
bumi, panas bumi dan pertambangan umum lainnya.
Badan Usaha Milik Negara.
Badan Uasaha Milik Daerah.
Bank Milik Negara.
Bank Milik Daerah.
Bank Indonesia.

-~ ® 2 o

@«

2.2.9 Tata Cara Pemungutan PPN oleh Bendahar@eraerintah
Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yalagullan oleh
Bendaharawan Pemerintah telah diatur dalam Kepaotldenteri Keuangan
563/KMK.03/2003. Berikut adalah tata cara pemung&BRN:
a. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukanbaganan atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kesla ®?@h Pengusaha
Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama Pengusamha Rajak
Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dalaporkan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barargyvali yang
terutang.
b. Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayagtaiumKantor
Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkak FPagrtambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yargtdeg oleh
Pengusaha Kena Pajak yang telah dipungut oleh K&#ddendaharaan
dan Kas Negara dimaksud.
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Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaben
Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas é&Negarasuk jumlah
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtaangaMewah yang
terutang.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Hanjddas Barang
Mewah dilakukan pada saat pembayaran dengan carat@egan secara
langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Releraarintah.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan AtaangaMewah yang
terutang sehubungan dengan pembayaran yang junalgraling banyak
Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipungut damtdisoleh Pengusaha
Kena Pajak Rekanan Pemerintah sesuai dengan kategyaung berlaku

umum.

2.2.10 Faktur Pajak

Menurut mardiasmo (2013:9), faktur pajak adalahtibpngutan pajak

yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakpkayerahan Barang

Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangatartgnpenyerahan

BKP dan/atau penyerahan JKP yang paling sedikit ua¢m

a.
b.
C!

d.

e.

f.

g.

Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP tay JKP

Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau JKP;

Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau goeetign, dan
pemotongan harga;

PPN yang dipungut;

PPn BM yang dipungut;

Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan FaktukPdgan

Nama dan tandatangan yang berhak menandatangdar Palak.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

a.
b.

Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau peayefaba Kena Pajak;
Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaabagaran terjadi

sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atalkéaaaPajak;
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c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal pdraresebagian tahap
pekerjaan;

d. Untuk Faktur Pajak gabungan harus dibuat palingalaada akhir bulan
saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau JaaaPiaak;

e. Saat lain yang diataur dengan atau berdasarkantuRaraMenteri

Keuangan tersendiri.

2.3 Akuntansi Pajak
2.3.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Pengertian Akuntansi Mulyono (2006:1) adalah urupaoses kegiatan
pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajingadecara organisasi serta
penafsiran terhadap hasilnya. Akuntansi Pajak adakauntansi yang berkaitan
dengan perhitungan perpajakan dan mengacu padé&unaeradan Perundang-
undangan Perpajakan beserta aturan-aturan pelaksgra

2.3.2 Teori Akuntansi Pajak
Teori akuntansi adalah suatu penalaran logis dddamuk seperangkat
alat azas yang merupakan:

a. Kerangka acuan umum untuk menilai praktik-prakkkraansi.

b. Pedoman bagi pengembangan praktik-praktik dan guossru.

c. Dapat dipergunakan untuk menjelaskan praktik-pkakting sekarang
sedang berjalan, tetapi tujuan utamnya adalah ndakga suatu kerangka
acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik-frakuntansi sehat.
Senada dengan pengertian teori akuntansi diatasj A&untansi Pajak

adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat ataa prinsip yang diakui
dalam ketentuan serta pertauran perpajakan.
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Prinsip Akuntansi Pajak

Prinsip-Prinsip yang diakui dalam akuntansi pajakily}dno (2006:3)

meliputi :

kesinambungan yang mengandung arti bahwa suattasngkonomi

diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahdayatidak akan
dibubarkan.

Harga pertukaran yang objektif mengandung arti l@ahtransaksi

keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang.

Konsistensi yaitu penggunaan metode dalam pembuku@k boleh

berubah ubah.

Konservatif yaitu kemungkinan rugi ( belum realisasasih merupakan
tafsiran) sudah diakui sebagai kerugian dengan aaembentuk
penyisihan atau cadangan.

Ketentuan akuntansi yaitu perusahaan dianggap aekasptuan ekonomi
yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentindangan sumber-
sumber perusahaan.

Salah satu cara prinsip akuntansi Mulyono, (200&cilah konsistensi,

prinsip akuntansi mengandung arti bahwa penggumesiade dalam pembukuan
tidak boleh berubah-ubah. Berdasarkan Pasal 28 ay#&UP, pembukuan

diselenggarakan dengan prinsip atau konsisten,Ingségada kegiatatan berikut

ini:

a. Penentuan tahun buku menggunakan tahun takwintidtdu

Perhitungan penyusutan menggunakan garis lurudp sakenurun atau

metode lainnya.

c. Perhitungan persediaan menggunakan metode ratd-ta@, dan LIFO

Pengakuan nilai kurs valuta asing menggunakan Ketsap atau Kurs
tengah Bank Indonesia.
Berdasarkan Pasal 28 ayat UU KUP , ditetapkanseti@nya perubahan

dalam prinsip maupun metode perlu persetujuan Rirekenderal Pajak untuk

dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang a&knya objek pajak yang

timbul akibat adanya perubahan tersebut.
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2.3.4 Fungsi Akuntansi Pajak

Fungsi Akuntansi Pajak adalah mengelola data kiadihtyang akan

digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yangnuaé perhitungan

perpajakan. Laporan ini digunakan dalam pengembaligputusan Mulyono,
(2006:7). Tujuan kuantitatif akuntansi pajak yaetpsjutnya yaitu agar relevan,

dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktyadaanding, lengkap.

2.3.5 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

a.

Pengertian Akuntansi Mulyono (2006) akuntansi P&akambahan Nilai
adalah bagaimana proses pencatatan transaksi yaitenriya dengan

Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:
Jurnal Akuntansi Keuangan Kantor pada saat pemanggbagai berikut:
(D) Kas XXX
(K) PPN XXX
( K) Pembayaran Rekanan XXX
Jurnal Akuntansi Keuangan kantor pada saat Perayet@ Bank Persepsi
sebagai berikut :
( D) Beban Pajak XXX

(K) Kas XX
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BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Kekayaan Negardan Lelang Jember

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKMhber adalah
sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang nangabeberapa kali
perubahan dengan sebuah proses yang panjang dapart®nen Keuangan
diamana KPKNL merupakan penyatuan berbagai fungdaypnan dalam
Departemen Keuangan, yaitu pelayanan dalam perajupistang negara, lelang,
pengelolaan kekayaan negara, dan penilaian kekayegara Republik Indonesia
didalam satu atap dengan harapan demi tercapaingg serta pelayanan yang
lebih efektif dan efisien terkait di bidang-bidatugas tersebut.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNEmber
sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang daand.dNegara (KP2LN),
karena adanya transformasi dan reorganisasi pada 2007 maka KP2LN tidak
hanya menangani piutang negara dan lelang akampi tgiga menangani
pengelolaan kekayaan negara sehingga berganti nkardor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember, yan@glaerat di JI. Slamet
Riyadi No. 344 Jember. Kantor Pelayanan KekayaamaNe dan Lelang
(KPKNL) Jember memiliki akses transportasi yang afudlijangkau angkutan
umum diharapkan bisa lebih memberikan peningkagdenypnan dan kenyamanan
terhadap masyarakat pengguna jasa sekaligus kengamzagi para pegawai
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKigkjber.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNEmber
merupakan instansi yang dibawah naungan Direktteatdral Kekayaan Negara
(DJKN) wilayah X Surabaya dibidang pelayanan peogam kekayaan negara
dan lelang.

Adapun wilayah kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Kegian Lelang
(KPKNL) Jember meliputi lima kabupaten kota yaitamber, Bondowoso,

Situbondo, Banyuwangi dan Probolinggo.

25
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3.2 Visi dan Misi KPKNL Jember
3.2.1Visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelariRKIML) Jember

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa ,ddpampa
komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaandigagini dan menjadi milik
bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingamoK®elayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Jember menggambarkanusientuk yang
menantang tentang keadaan masa depan yang berisiieardan citra yang
diwujudkan,yaitu“Menjadi pengelola kekayaan negara dan piutang nega
yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesdesarnya

kemakmuran rakyat”.

3.2.2 Misi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelarRKIML) Jember
Untuk mewujudkan Visi Kantor Pelayanan Kekayaan dfagdan Lelang

(KPKNL) Jember, maka ditetapkan misi yang merupaganjabaran dari visi.

Maka visi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dannigel@PKNL) Jember

yaitu :

a) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi parayan dan efektifitas
pengelolaan kekayaan negara;

b) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, adnaisiisttan hukum;

c) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar daradadgadikan acuan
dalam berbagai kepentingan nilai;

d) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efekisien, akuntabel,
dan transparan;

e) Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparakuntabel, adil dan
kompetitif sebagai instrument jual beli yang mammengakomodasi
kepentingan masyarakat.
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Struktur organisasi merupakan kerangka yang mekkapsegenap fungsi
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serta berbagai wewenang dan tanggung jawab untuicapei suatu organisasi

yang baik, struktur organisasi bagi instansi mudlgderiukan.

Suatu organisasi berjalan dengan baik apabila ahidabrganisasi itu

terdapat suatu perumusan tujuan yang jelas, pearbaggas, delegasi kekuasaan,

koordinasi, hal-hal itu dibentuk untuk menghindteijadinya tumpang tindih

kekuasaan dan tanggung jawab. Adapun struktur m@sinKantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember dapaéndiarkan sebagai

berikut;

Gambar 3.1 Struktur organisasi KPKNL tahun 2016

AGUS HARI WIDODO

KEPALA KANTOR
SLAMET SANTOSO
KA SUB BAG UMUM
AGUS JOKO ERWIN WIJI AGUS MUH.
MAULANA YUDHIHARSO
BUDI SUSANTS oy e SETYADI || SYAIFULL.
UTOMO : )
Kasi Kasi Kasi Kasi Kasi Kasi
Pengelolaan Pelayanan || Pjutang Pelayanan Hukum Kepatuhan
Kekayaan Penilaian || Negara Lelang dan Internal
Negara Informasi
PELAKSANA

Sumber : KPKNL,2016

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing skKam struktur

organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LkKRENL) Jember

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
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1. Bertanggung jawab terhadap setiap hasil keputusaang dan lelang
negara kepada Direktorat Jenderal Kekayaan NeQadtéN);

2. Memberikan pengarahan kepada setiap kepala seksiranjalankan
fungsinya sesuai dengan prosedur petunjuk pelaisardalang
peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaiamgan tata usaha,

rumah tangga. Seksi Umum terdiri dari:

1) Sub seksi kepegawaian yang bertugas melakukan rurusa
kepegawaian;

2) Sub seksi keuangan yang bertugas melakukan ureseamgan;

3) Sub seksi tata usaha dan rumah tangga yang berningsean tata
usaha, perlengkapan rumah tangga, bahan penyusenaana
strategi laporan akuntabilitas.

Adapun dibawah kewenangan Subbagian Umum terdapatabara
pengeluaran yang bertugas mengelola keuangan d&andgungjawab
langsung terhadap Kepala KPKNL jember. Adapun tudgs wewenang
dari bendahara pengeluaran sesuai dengan Perdflgateri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 vyaitu mena,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjwabkan uang untuk keperluan Beldlggara dalam
pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementeriaafddgmbaga.

c. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingakniste
pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pengelolaidard) pengelolaan
negara. Dalam melaksanakan seksi kekayaan negargel®eggarakan
fungsi:

1) Penyusunan bahan bimbingan bisnis, invebtarisasiggwasan

dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kekayan negara
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2) Penyusanan bahan bimbingan teknis prosedur pengadaa
pengamanan, pemanfaatan, dan status penguasaatya&eka
negara;

3) Penyusunan bahan bimbingan teknis penata usahadanggung
jawaban, dan status penguasaan kekuasaan negara;

4) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara.

d. Seksi Penilaian
Mempunyai tugas melaksanakan penilaian yang meliplantifikasi
permasalahansurvey pendahuluan, pengumpulan dan analisis data,
penerapan metode penelitian, rekonsilasi nilaiaskesimpulan nilai dan
laporan penilaian untuk kepentingan penilaian kekaynegara sumber
daya alamyeal property property khusus dan usaha serta penilaian atas
permintaan badan hukum pemerintah dan penilaidradep objek-objek
yang diamanatkan oleh undang-undang atau pergperasrintah:

1) Penyusunan bahan bimbingan teknis, supervise, gaoan dan
evaluasi pelaksanaan dibidang penilaian sumber daga,
property, property khusus, dan usaha;

2) Pelaksanakaan bahan bimbingan terhadap penilaian;

3) Pelaksanakan kegiatan dibidang penilaian.

Dibidang penilaian terdiri dari:

1) Sub Bagian Sumber Daya Alam
Sub bagian sumber daya alam mempunyai tugas melakuk
penyiapan bahan bimbingan teknisupervise pemantauan,
evaluasi dan bimbingan teknis penelitian serta kselaaan
kegiatan dibidang penilaian sumber daya alam.

2) Sub BagiarProperty
Sub bagian peniitiaproperty mempunyai tugas melakukan bahan
bimbingan teknissupervise pemantauan, evaluasi dan bimbingan
teknis penelitian, pengelolaan data dan informdsmbingan
terhadap penilaian serta pelaksanakaan kegiatahadp penilaian

property.
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3) Sub Bagian Penilaian Property Khusus dan Usaha
Sub bagian penilaian property mempunyai tugas mkkk
penyiapan bahan bimbingan teknisupervise pemantauan,
evaluasi dan bimbingan teknis penelitian, pengaloldata dan
atau informasi, bimbingan terhadap penilaian spdiaksanakan
kegiatan dibidang penilaigiroperty.

e. Seksi Piutang Negara

Tugas melakukan penyiapan bahan penagihan piut@gara serta
pemeriksaan kemampuan penanggungan hutang atampimjhutang dan
eksekusi barang jaminan, pertimbangan, dan penmbekixringanan

hutang, pengusulan, pencegahan dan pelaksanakasa phkdan,

penyiapan penimbangan penyelesaian atau penghapugang negara
serta bimbingan teknis pengelolaan barang jamiaanp@meriksaan harta
kekayaan atau barang jaminan yang tidak ditemuksgik penanggung

hutang atau pinjaman hutang. Dalam melakukan tugeksi piutang

negara menjalankan fungsi:

1) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis dan paarant
pelaksanakaan;

2) Penetapan, penagihan dan eksekusi piutang negara;

3) Pelaksanakan penyiapan bahan pertimbangan atashagpersgn
keringanan hutang, pencegahan berpergian keluagringgaksa
badan atau penyelesaian piutang negara;

4) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis verifigasgutusan
piutang negara;

5) Pelaksanakaan penggalian potensi piutang negara,

6) Pelaksanakaan pengurusan piutang negara;

7) Pelaksanakaan pemberian bimbingan teknis pengelokden
pemantauan pengamanan, pemberdayaan, dan pembasasaag

jaminan.
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Bidang Piutang Negara terdiri dari:
1) Sub Bagian Piutang Negara |
Sub bagian piutang negara | mempunyai tugas medakuk
penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantuakgaglakaan
penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbangan al
penghapusan keringanan hutang, pencegahan berpekglaar
negeri, paksa badan atau penyelesaian piutangajdgarbingan
teknis atau vertifikasi pengurusan, penggalian mtedan
pengurusan piutang negara lingkup |, yang pembag&ajanya
diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jealde
2) Sub Bagian Piutang Negara |l
Sub bagian piutang negara Il mempunyai tugas mietaku
penyiapan bahan bimbingan teknis dan pemantauakgaglkaan
penetapan, penagihan dan eksekusi, pertimbanganl usu
penghapusan, keringanan hutang, pencegahan benpekgluar
negeri, paksa badan atau penyelesaian piutanganéggkup II,
yang pembagian kerjanya diatur lebih lanjut dengaputusan
Direktorat Jendral.
3) Sub Bagian Pengelolaan Barang Jaminan
Sub bagian pengelolaan barang jaminan mempunyaastug
melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan ipionan
pelaksanakan pemeriksaan harta kekayaan atau bgamnigan
yang tidak ditemukan pemilik penanggung hutang giajaman
hutang serta pengelolaan dan pemantuan pelaksanakaa
pengamananan, pemberdayaan dan pemasaran baramnjam
Seksi Pelayanan Lelang
Seksi lelang mempunyai tugas melakuakan bimbinghknig, penggalian
potensi, pemantuan, evaluasi, vertifikasi, dan perngangan lelang dan
bimbingan terhadap usaha jasa lelang, serta pesgavelang.
Dalam melaksanakan tugas, seksi lelang menyeleaigmar
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1) Penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian potens
pemantauan, evaluasi, vertifikasi risalah lelang plembangunan;
2) Penyiapan lelang bahan pengawasan lelang;
3) Pelaksanakaan pemeriksaan kinerja lelang dan pamhyuk
4) Penyiapan hasil lelang, bahan bimbingan dan pataksan
pengawasan lelang, dan profesi penjabatan lelang.
Bagian lelang terdiri dari:
1) Sub Bagian bimbingan Lelang |
Sub bagian bimbingan lelang | mempunyai tugas noddak
penyiapan bahan bimbingan teknis, penggalian pitens
pemantauan, dan evaluasi. Vertifikasi risalah Iglan
pengembangan lelang, pengawasan lelang, pemerikgaana
lelang, dan pembukuan hasil lelang |, yang pemibadiaban
kerjanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direlenderal.
2) Sub Bagian Bimbingan Lelang Il
Sub bagian lelang Il mempunyai tugas melakukan ippay bahan
bimbingan teknis, pengalihan potensi, pemantauargluasi,
vertifikasi risalah lelang, pengembangan lelangnhgaevasan
lelang. Pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuasil helang
lingkup I, yang pembagian beban kerjanya diatwihelanjut
dengan Keputusan Direktur Jenderal.
3) Sub Bagian Jasa Usaha Jasa Lelang
Sub bagian jasa usaha lelang dan pejabat lelangporgmai tugas
melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaka
pengawasan usaha jasa lelang dan profesi penghag
g. Seksi Hukum dan Informasi
Dalam melaksanakan tugas, hukum dan informasi nhemygarakan
fungsi:
1) Penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanakaan pelayamtuan
hukum penelaah hukum, serta penanganan perkaraaddi

kekayaan negara penilaian, pengurusan piutangaegarlelang;
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2) Penyiapan bahan bimbingan teknis pemantauan, evalua
pelaporan dibidang kekayaan negara, penilaianapgubegara dan
lelang;

3) Pelaksanakaan vertifikasi pengurusan piutang netzaraelang;

4) Pelaksanakaan bahan bimbingan teknis registraspeaata usaha
berkas pengurusan piutang negara,

5) Pelaksanakaan pengelolaan data dan penyajian iasomiibidang
kekayaan negara penilaian, pitang negara, darglelan

6) Pelaksanaan pengelolaan negara dan lelang.

Badan Hukum dan Informasi terdiri dari:

1) Sub Bagian Bantuan Hukum
Sub bagian bantuan hukum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan pelayzaranan
hukum, penelaah hukum, serta penanganan perkardamig
kekayaan negara penilaian, pengurusan piutang aegarlelang.

2) Sub Bagian Seksi Vertifikasi
Sub bagian vertifikasi mempunyai tugas melakukanyiag@an
bahan bimbingan teknis pemantuan, evaluasi danp@ea
dibidang kekayaan negara, penilaian piutang negtaa, lelang.
Selain itu juga bagian ini melakukan penyiapan habianbingan
teknis registrasi dan penata usahaanberkas pegumisitang
negara dan vertifikasi pengurusan piutang negarajelang.

3) Sub Bagian Seksi Pengolahan Data dan Layanan lagrm
Sub bagian pengolahan data dan layanan informasipongyai
tugas melakukan pengelolaan data dan penyajianrmiaf
dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang nedamlelang,
serta pengolahan jaringan komunikasi data.

h. Seksi Kepatuhan Internal
Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakugamantauan

pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengatolasiko, kepatuhan
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terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lamjasil pengawasan serta

perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

3.4 Personalia Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan llang Jember

Bidang ketenaga kerjaan pada suatu instansi padanoga mengatur dan
mengelola sumber dayan manusia yang ada dalamapeas hal penting yang
berkaitan dengan sumber daya manusia antara lasalamajumlahn karyawan
dan klasifikasinya, hari dan jam kerja, sistem gajign tenaga kerja, promosi
kenaikan jabatan dan kesejahteraan karyawan, jundalaga kerja dalam
KPKNL, cabang jember adalah sebanyak 41 orang.

3.4.1. Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Dalam menjalankan kegiatan KPKNL Jember menetapdankerja yang
harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain:
Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja KPKNL Jember

Hari Kerja Jam Kerja | Istirahat Jam Kerja Il

Senin s/d Kamis 07.30-12.00 WIB 12.00 - 13.00 WIE3.30-17.00WIB
Jum’at 07.15-11.30 WIB 11.30 - 13.00 WIB13.00-17.00WIB

Sabtu dan Minggu  Libur Libur

Sumber: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Ldkemger,2016

3.4.2 Promosi Kenaikan Kerja KPKNL Jember

Pimpinan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan gel@PKNL)
Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikkeratpada Daftar
Penilaian Pelaksanakaan Pekerjaan (DP3). DalamuD&& yang dinilai adalah:

a. Kesetiaan;

b. Prestasi Kerja;
c. Tanggung Jawab;
d. Ketaatan;
e

. Kejujuran;
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f. Kerja Sama;

g. Prakarsa,

h. Kepemimpinan.
Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memerkebutuhan tenaga kerja
(pegawai) dalam suatu instansi, juga merupakarukenotivasi instansi kepada

pegawainya agar terus maju dan berkembang. Penet@pputusan

kenaikan pangkat kegolongan sampai dengan kegaloggag jenis kenaikan
pangkatnya merupakan kenaikan pangkat reguler éaaikan pangkat empat

tahun dalam pangkat terkahir.

3.4.3. Kesejahteraan Karyawan KPKNL Jember
Bentuk kesejahteraan karyawan yang diberikan oleKML Jember selain
berasal dari gaji juga berasal dari tunjangan ydigrikan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa bentuk tunjangan yang diberikan yaitu:
a. Tunjangan Jabatan Struktural
Tunjangan jabatan struktural diberikan oleh KPKNDepartemen
Keuangan) Jember berdasarkan tingkat dan jenisajaly@ng dibayarkan
bersamaan dengan pembayran gaji tiap bulan. Pegaegeri yang
menjabat lebih dari satu jabatan struktural yamgngggi jumlahnya dari
pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabataiktusal mulai bulan
awal.
b. Tunjangan Culti
Tunjangan Cuti yang diberikan kepada pegawai neggtiterdiri dari cuti
sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, betisalin, cuti diluar
tanggungan negara. Cuti besar dapat digunakanpelgéwai negeri yang
bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama, sepmmunaikan
ibadah.
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3.4.4 Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkéinerja Karyawan
KPKNL Jember
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanataif@an Negara dan
Lelang (KPKNL) dalam meningkatakan kinerja karyawadalah dengan
melakukan beberapa cara yaitu:
a. Pengarahan Penyuluhan
Peningkatkan kinerja karyawan pada Kantor Pelay&ekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jember adalah dengan melakukaanya
penyuluhan yang dilakukan setiap satu bulan seRkdapun pengarahan
ini diberikan oleh kepala kantor untuk menilai dareninjau kembali
terhadap kinerja yang dilakukan selama satu bufeh,itu dilakukan
supaya bisa menjadi lebih baik untuk hari-hari keaaya.
b. Mutasi Intern atau Pemutaran Antar Seksi
Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkaerjla karyawan
pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelaR&NK) Jember
adalah dengan dilakukannya mutasi antar seksi, rdingupaya tidak
terjadi kebosanan dalam bekerja yang akhirnya bstkada penurunan
kinerja karyawan. Pemindahan karyawan antar seksumya merupakan
kebijakan dari kantor sendiri agar karyawan tidagrasa bosan dengan
pekerjaan yang monoton, meskipun pekerjaan yangddipi berbeda
tetapi dengan berjalannya waktu seorang karyawaatdaenyesuaikan
pekerjaan yang dihadapinya. Dengan adanya pekeyaag baru maka
karyawan akan tertantang untuk melakukannya sehikigerja karyawan
pun akan ikut meningkat. Pada perputaran antari seks dalam
pelaksanaan maupun lama waktu perpindahan ditemtokah kepala
kantor.
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BAB.5 PENUTUP

5.1Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja N§r#KdN) yang dilakukan
di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (§BKlember, mengenai
penghitungan, pemungutan, penyetoran dan pelag®Pdh atas jasa konstruksi
atas renovasi pagar rumah negara eselon Il ydaguttian oleh KPKNL Jember,
penulis sebanyak mendapatakan pelajaran mengemaijgdean yang mana dapat
disimpulkan sebagai berikut:

a. Kegiatan renovasi pagar rumah negara yang dilkudleh Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jemjaang
menggunakan jasa konstruksi dikenakan Pajak PeafaanbNilai dengan
tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak yang dipudgatdipotong oleh
bendahara KPKNL Jember selaku bendaharawan peaterint

b. Dalam kewajiban perpajakan KPKNL Jember melakukangpitungan,
pemungutan dan menyetorkan PPN atas jasa konsttekgian baik dan
sesuai dengan prosedur tetapi dalam pelaporan KPB@&mber belum
melakukan pelaporan yang menjadikan prosedur maanya kurang
sempurna.

c. Dalam pemungutan dan pemotongan Pajak Pertambafian ydng
dilkukan oleh bendahara KPKNL Jember menggunakgin holding tax
system yaitu KPKNL Jember diberi wewenang untuk mengigtu
memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang teguiseh CV.
ARSA Jasa konstruksi.

5.2Saran
a. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNImber sudah
cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakandiharapakan
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKMmhber lebih

58
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aktiv lagi dalam mengikuti peraturan perpapajakareka perkembangan
perpajakan dapat mengalami perubahan sesuai deagen.

. Pengawasan dan perhatian pegawai Kantor Pelayaakayan Negara
dan Lelang (KPKNL) Jember khususnya bendaharawag lgartanggung
jawab atas keuangan dan pajak yang berhubungananeigntor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jemleéih
ditingkatkan lagi sehingga pelaporan pajak daplaksianakan serta tidak
menjadi beban atau tanggungan yang dapat menjadikasalah di

kemudian hari.
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Lampiran A Surat Permohonan Tempat Magang

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J1. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisipi@unej.ac id

Nomor : 317/UN25.1.2/SP/2016 3 Februari 2016
Lampiran  : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
JI. Slamet Riyadi No. 344, Kabupaten Jember
Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap
mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan
magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi
~1. | Muhammad Miftahul A. 130903101013 Diploma III Perpajakan
2. | Dini Rizky Pribawanti 130903101019 Diploma III Perpajakan
3. | Nona Putri Ani Rohma 130903101022 ~ Diploma III Perpajakan
4. | Caesar Ibnu Amrulla A. 130903101025 Diploma III Perpajakan
5. | Juwita Febriyanti 130903101030 Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih. °

B NIP 19610828 199201 1 001
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Lampiran B Surat Persetujuan Tempat Magang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL VEKAYAAN NEGARA
KANTCR WILAYAH DJXN JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Jalan Slamet Riyadi 344 A Patra: g Jember 68111
Telp. (0331) 428758, 42€759; Faks. (0331) 428750; website : www.kpknljember.djkn.or.id

Nomor  : S- 1} /WKN.10/KNL.04/2016 09 Februari 2016
Sifat . Biasa
Hal . Persetujuan Tempat Magang Maliasiswa

Yth. Dekan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jemoer
Ji. Kalimantan No. 37 Jember

Selubungan Jengan surat Saudara Nomor : 317/UN.2f.1.2/SP/2015 tanggal 03
Februari 2016 hal Permohonan Tempat Magang , pade prinsipnya kami tidak keberatan
menerima mahasiswa atas nama Muhammad Miftahul Aczi dkk. untuk melaksanakan tugas

Praktek kerja nyata/Magang sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 09 Februari
Sampai dengan 18 Maret 2016.

Untuk selanjutnya, mahasiswa tersecut agar mengikuti ketentuar jam kerja yang

berlaku di KPKNL Jember yakni : Masuk Kantcr pukul 07.30 WIB, Pulang Kantor nukul 17.00
WIB, setiap hari Senin s.d. Jumat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kas‘h.

“NI? 19600815 198402 1 001

Tembusan :
Muhammad Miftahul Azizi dkk, dkk
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Lampiran C Surat Tugas Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121

Email _ fisipaung) ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 429/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten
Jember Nomor : S-177/WKN.10/KNL.04/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 pei‘ihal
Persetujuan Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM Program Studi
1. | Moh. Miftahul Azizi 130903101013 Diploma III Perpajakan
2. | Dini Rizky Pribawanti 130903101019 Diploma III Perpajakan
3. | Nona Putri Ani Rohmah 130903101022 Diploma III Perpajakan
4. | Caesar Ibnu Amrullah A. 130903101025 Diploma III Perpajakan
5. | Juwita Febriyanti 130903101030 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Kabupaten Jember, mulai tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 12 Pebruari 2016

an Dekan
Pembantu Dekan I,

Dfs. Himawan Bayu Patriadi, MA.,, Ph.D.
“NIP 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kabupaten Jember
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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Lampiran D Surat Tugas Dosen Supervisi
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121Email : fisip/@uncj.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 430/UN25.1.2/SP/2016

Dekan Fakultas [lmu Sosial dan I[lmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
NIP : 195402021984031004
Jabatan : Lektor Kepala

Pangkat, golongan : Pembina, [V/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas [lmu Sosial
 dan Illmu Politik Universitas Jember di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016.
Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No NAMA NIM Program Studi

1. | Moh. Miftahul Azizi 130903101013 Diploma III Perpajakan
2. | Dini Rizky Pr{bawanti 130903101019 Diploma III Perpajakan
3. | Nona Putri Ani Rohmah 130903101022 Diploma III Perpajakan
4. | Caesar Ibnu Amrullah A. 130903101025 Diploma III Perpajakan
5. | Juwita Febriyanti 130903101030 Dipioma Il Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. -

& Ny

(Hyn

19630828 199201 1 001

Tembusan :
1. Dekan FISIP UNE]J (sebagai laporan)

2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNE]
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ
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Lampiran E Surat Tugas Dosen Pembimbing

KEMENTERIAN RISET. TEKNOLOGI. DAN PENDIDIKAN TINGGI |
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586. 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : /93 /UN.25.1.2/SP/2016

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III
Perpajakan Fakultas [lmu Sosial dan IImu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang
Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut
dibawah ini :

Nama : Drs. Suahrtono, M.P
NIP :196002141988031002
* Jabatan : Lektor

Pendidikan Tertinggi : S-2
Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Juwita Febriyanti
NIM 1130903101030
Judul Tugas Akhir  : (Dalam Bahasa Indonesia)

Prosedur Perhitungan. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan
Nialai Atas Jasa Kontruksi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL) Jember.

(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Calculating, Depositing and Reporting of Value Tax on
Construction Service at State Weakth and Auction Service Agency
(KPKNL) Jember.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

_~Jdember, 18 Aprfl 2016
':"B_emfb‘antu Dekan Bidang Akademik,

Drs. Himawan \Bayu Patriadi, M.A., Ph.D. 2/ :

Tembusan :  NIP-196108281992011001
1. Dosen Pembimbing

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4

. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian

. Mahasiswa yang bersangkutan

2. Arsip}
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Lampiran F Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
s Nl 2 KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
== /KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Selamet Riyadi No. 334 A, Jember 68121
Telp : 0331-428756, 428759, Faksimile: 0331-428760

DAFTAR HADIR
MAHASISWA PKN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
DI KPKNL JEMBER TANGGAL 09 FEBRUARI 2016 S.D 18 MARET 2016

NAMA MAHASISWA : Juwita Febriyanti
NIM 1130903101030
PROGRAM STUDI : DIII PERPAJAKAN
HARI
SENIN SELASA RABU KAMIS [ JUMAT SABTU MINGGU
8 9 1 1 912 13 14
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Lampiran G Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 — Kmpus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 — 331342, Fax (0331)
Email : fisip.unej.ac.id
TR

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

No. INDIKATOR NILAI NILAI
ANGKA HURUF
1 | Penguasaan Materi Tugas 4r Gambi\an Puloh Tag
2 | Kemampuan/Kerjasama a Cotwbian  Dulth Tujuh
3 | Disiplin 45 Cablan _ Pulvh Lma
4 | Etika Coobolan  Puloh  Limax
NILAI RATA-RATA a5 Gebilan  Pulvh  Uima

Identitas Mahasiswa yang dinilai:

Nama . Jum‘q s febﬂ\p(\k .......................................................
NIM D e A
Jurusan : [lmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang menilai:

Nama
Jabatan
Instansi
Tanda Tanga
PEDOMAN PENILAIAN:
No. | Angka | Huruf Kriteria
1 80> A sangat baik
2 70-79 B baik
3 60-69 e cukup baik
4 50-59 D kurang baik
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWATIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111
0331) 428758, 428759 Faks. (0331) 428760; website : www.kpknliember.djkn.or.id

Telp.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama 1 Slamet Santoso
NIP : 19690520 199012 1 003
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama . Muhammad Mifathul A.

Nomor Induk Mahasiswa

Jurusan/Program Studi
2. Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Jurusan/Program Studi
3. Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Jurusan/Program Studi
4. Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Jurusan/Program Studi
5. Nama

Nomor Induk Mahasiswa

Jurusan/Program Studi

130903101013

DIII Perpajakan FISIP Unej
Dini Rizky Pribawanti
130903101019

DIII Perpajakan FISIP Unej
Nona Putri Ani Rohmah
130903101022

DIII Perpajakan FISIP Unej

Caesar Ibnu Amrullah A.

130903101025

DIII Perpajakan FISIP Unej
Juwita Febriyanti
130903101030

DIII Perpajakan FISIP Unej

Telah melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa di KPKNL Jember, yang dilaksanakan dari tanggal
07 Februari 2016 s.d. 18 Maret 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

aret 2016
agian Umum,
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Lampiran H Daftar Kegiatan Bimbingan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

— Kampus Iboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

JL

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : Juwita Febriyanti
NIM : 130903101030
Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma ITI Perpajakan
Alamat Asal : Desa Kedungrejo Kecamatan Bantaran
Kabupaten Probolinggo

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)

Prosedur Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai
Atas Jasa Konstruksi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Jember.

(bahasa Inggris)
Procedure of Calculation, Collection, Depositing and Reporting of Value Tax Added on
Construction Service at State Wealth and Auction Service Office (KPKNL) Jember.

Dosen Pembimbing : Drs. Soehartono MP

[ TANDA |
NO | HARI/TANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
4 PEMBIMBING
1. | Rabu, 20 April 2016 09.00 | ACC Judul Ak <
2. | Selasa, 10 Mei 2016 09.00 | Bimbingan Bab 1-3 ha
33 Sabtu, 28 Mei 2016 10.00 - | Bimbingan Bab 4-5 ,/ﬁf 7
4. Senin, 30 Mei 2016 09.00 Melengkapi lampiran "
5. | Jum’at, 03 Juni 2016 14.00 | ACC Ujian ‘/4 y
Catatan :

- Lembaran ini DIBAW A saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laboran hasil PKN
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Lampiran | Surat Penawaran

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

Jalan Slamet Riyadi 344 A Patrang Jember 68111

Telp. (0331) 428758, 428759; Faks. (0331) 428760; website : www kpknliember dikn.or.id

Nomor : 8- 13 /WKN.10/KNL.04/PBJ./2016
Lampiran . 1 (satu) berkas
Perihal : undangan Pengadaan Langsung untuk Paket

Pekerjaan Renovasi Rumah Negara Eselon |1I

Kepada Yth.

Direktur CV. ARSA
JI. Kenangga V1/120
di Jember

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan
Langsung paket Pekerjaan Barang sebagai berikut :

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Renovasi Pagar Rumah Negara Eselon IlI

Lingkup pekerjaan : Penunjukan
Nilai total HPS - Rp 28.000.000,-
Sumber pendanaan : APBN Pusat
Anggaran 12016

2 .Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat . JI. Gajah Mada XVIII/5 Jember
Telepon/Fax : 0331 428758
Website _: kpknlijember.djkn.com

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara
langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut :

Kegiatan Hari/Tanggal Waktu
a. Pemasukan Dokumen Penawaran Selasa 09 Feb. 2016 08.00 s.d. 16.00
s.d. Jumat 12 Feb -
2016
b. Pembukaan Dokumen Penawaran, Selasa 09 Feb. 2016 08.00 s.d. 16.00
Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan s.d. Jumat 12 Feb
Negosiasi Harga 2016
¢. | Penandatanganan SPK X 15 Februari 2016 0800 1 5d.16.00

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami
sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Ut EkolAgus Y
9821102 200201 1001
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Lampiran J Rancangan Anggaran Biaya

RINCIAN ANGGARAN BIAYA

Pekerjaan : Renovasi Pagar Rumah Negara Eselon llI
Lokasi : KPKNL Jember
Tahun : Tahun Anggaran 2016
HARGA JUMLAH
NO. URAIAN PEKERJAAN VOLUME | SAT. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)
1. PEKERJAAN PERSIAPAN/PEMBONGKARAN
1| Bongkaran Dinding ~ * 6 m3 92.100,00 552.600,00
2| Pasang bowplang 10,00 m2 50.000,00 500.000,00
3| Pekerjaan Galian 20,000 m3 37.900,00 758.000,00
1.810.600,00
IIl. | PEKERJAAN PASANGAN
1| Pas. bata merah dinding 1 pc : 4 psr 63,000 m2 76.400,00 4.813.200,00
2| Pas. Aanstamping 3,36 m3 324.000,00 1.088.640,00
3| Pas. Batu pondasi 840 m3 594.200,00 4.991.280,00
10.893.120,00
lll. | PEKERJAAN PLESTERAN & BENANGAN
1| Plesteran dinding 1:4 126,00 m2 30.800,00 3.880.800,00
2| Acian 126,000 m2 13.800,00 1.738.800,00
3| Benangan sudut & tali air kusen 42,000 m' 12.000,00 1.500.000,00
7.119.600,00
IV. | PEKERJAAN BETON
1| Kolom 15/15 045 m3 3.500.000,00 1.575.000,00
2| Soof Beton 15/15 047 m3 3.500.000,00 1.653.750,00
3.228.750,00
Vs PEKERJAAN PENGECATAN
1| Pengecatan tembok 126,00 m2 18.350,00 2.312.100,00
2.312.100,00
JUMLAH 25.364.170,00
PPN 2.536.417,00
JUMLAH 27.900.587,00
PEMBULATAN 27.900.000,00

Jember, 09 Februari 2016
CV. ARSA

CV. .. i
A@/% 5
MEER

ILYAS ISKANDAR CUMARNA
NIP 19771804 199602 1 001
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Lampiran K Surat Perintah Kerja (SPK)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

JEMBER

Jalan Selamet Riyadi No. 344 A Patrang — Jember 68111
Telepon (0331) 428758, 428795 Fax (0331) 428760

3 SATUAN KERJA : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
SURAT PERINTAH | Lelang (KPKNL) Jember
KERJA (SPK) Nomor : SPK- 12/WKN.10/KNL.04/PPK/2016
1 Tanggal : 15 Februari 2016
L |
[ Nomor dan Tanggal Surat Undangan :S-13
PAKET PEKERJAAN : | /WKN.10/KNL.04/PBJ/2016 tanggal 09 Februari 2016 |
RENOVASI RUMAH | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya |
NEGARA SP dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam
SPK ini. |
Sumber Dana Dibebankan atas DIPA Nomor DIPA-015.09.2.538140 |

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan 12 (dua belas) hari

NILAI PEKERJAAN

| No | Uraian Pekerjaan | Volume iSAT.[ Satuan | Jumlah Harga]

| =

[
‘ |I. PEKERJAAN PERSIAPAN/PEMBOINGKARAN

I. | Bongkaran Dinding 6 m3 | Rp 92.100 | Rp 552.600 |
2. | Pasang Bowplang 10 m2 [Rp  50.000 |Rp 500.000 |
|| 3. | Pekerjaan Galian 20 m3 [Rp  37.900 Rp 758.000 ;
| Sub Total ‘ Rp  1.810.600
'[1L._ PEKERJAAN PASANGA
["1. | Pas. Bata merah 63 m2 | Rp 76400 [Rp 4.813.200 ;
dinding 1 pc : psr |
2. | Pas. Aanstamping ‘l 3,36 m3 |[Rp 324.000 Rp  1.088.640
3. | Pas. Batu pondasi | 840 m3 |Rp 594200 |Rp 4.991.280
\ Sub Total i j Rp 10.893.120
III. PEKERJAAN PLESTERAN DAN BENANGAN
I. [ Plesteran dinding 1:4 | 126 m2 [Rp  30.800 [Rp  3.880.800
2. | Acian [ 126 m2 |[Rp 13.800 |Rp 1.738.800
3. | Benangan sudut dan tali ‘ 42 m' | Rp 12.000 |Rp  1.500.000
’ air kusen | |
‘ Sub Total J |Rp  7.119.600
1V. PEKERJAAN BETON
1. [ Kolom 15/15 0.45 m3 | Rp 3.500.000 [Rp 1.575.000
2. | Soof beton 15/15 [ 047 m3 | Rp 3.500.000 |Rp  1.653.750
Sub Total Rp 3228750 ||
V. PEKERJAAN PENGECATAN

1. | Pengecatan tembok

| 126 | m2 [Rp 18350 [Rp 2.313.100 |

72
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[ Sub Total I Rp  2.313.100
JUMLAH Rp 25.364.170
PPN 10% untuk transaksi Rp 2.536.417

Total Keseluruhan Include PPN

Rp 27.900.587

PEMBULATAN

Rp  27.900.000

Terbilang :
Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

Instruksi Kepada Penyedia

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah

bagian tertentu SPK Sebelum PPN.

penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam
SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat

diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan ka
Penyedia berkewajiban membayar denda ki

rena kesalhan atau kelalaian Penyedia makan
epada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari

Untuk dan atas nama KPKNL Jember
jabh(fPépltiu Komitmen

 Mub, SyaifullL.
NIP 19770416 199602 1 001

|

CV. ARSA

“ABSA

ILYAS ISKANDAR CUMARNA
NIP 19771804 199602 1 001

]
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Lampiran L Berita Acara Serah Terima Akhir Pekanja

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN PROYEK

BAGIAN PROYEK : Pemimpin

PAKET : Pengadaan Langsung untuk Paket Pekerjaan Renovasi
Pagar Rumah Negara Eselon Iil

TAHUN ANGGARAN 1 2016

NOMOR KONTRAK : SPK -12/WKN.10/KNL.04/PPK/2016

Pada hari ini Jum'at tanggal 26 bulan Februari tahun 2016

kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1.Nama llyas Iskandar Cumarna
Alamat JI. Kenanga VI/120 Jember
Jabatan : Pemimpin Bagian Proyek

Berdasarkan Akta Nootaris Muhtar SH. Selaku Direktur CV. Arsa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama Rita Kartika Wardani
Alamat : JI. Slamet Riayadi No. 344 A Jember
Jabatan : Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Berdasarkan Keputusan Kepala KPKNL Jember Nomor KEP- 9/WKN.10/KNL.04/2016
01 Januari 2016
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :
1. Pihak Kedua untuk terakhir kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Pemborongan Renovasi Pagar
Rumah Negara Eselon Il Kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan
tersebut.

2. Pekerjaan dinyatakan selesai tanggal 27 Februari 2016
3. Dengan adanya Serah Terima Akhir Pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua

kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor SPK -12/WKN.10/KNL.04/PPK/2016 tanggal
15 2016 dinyatakan telah berakhir. ®

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara Pekerjaan ini dibuat untuk digunakan
seperlunya.

Yang menyerahkan Yang menerima

Rita Kartika Wardani
STy NIP 19760504 199803 2 001
llyas Iskandar Cumarna
CV. Arsa Jember
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Lampiran M Surat Permohonan Pembayaran

CV.ARSA

S Material urnitur/Mebelair,Cetakan, Elektrikal, Alat Tulis & Perlengkapan Kantor/Seko

Jalan Kenanga Vi/ 120 Jember

Jember,&2{ Februari 2016

Nomor : 001/ARSA-KPKNL/ 1I/ 2016

Perihal : Permohonan Pembayaran Dana Pembangunan Pagar Belakang
Rumah Negara Eselon Ill KPKNL Jember Tahun Anggaran 2016

Lampiran

Kepada :

Pejabat Pembuat Komitmen

KPKNL Jember

JI. Slamet Riyadi No 344 A

Di Jember

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pekerjaan Pembangunan Pagar Belakang Rumah Negara
Eselon Il KPKNL Jember maka bersama ini kami :

Nama Perusahaan : CV. ARSA

NPWP 1 72.454.146.1-626.000
Alamat . JI. Kenanga VI No 120 Jember
Telp : 081 358 942 031

Mengajukan permohonan pembayaran sebesar Rp. 27.900.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu
rupiah) termasuk PPN.

Demikian atas perhatinnya diucapkan banyak terima kasih.

Pemohon
CV. ARSA

év. . .
ATFA,

ILYAS ISKANDAR CUMARNA
Direktur
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Lampiran N Kuitansi Pembayaran

Tahun Anggaran : 2016
Nomor Bukti % g 8
Mata Anggaran 1 1716.998.055.533111

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Satker Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Jumlah Uang : Rp27.900.000, -
Terbilang : == Dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah ==
o
Untuk Pembayaran : Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa renovasi pagar

rumah negara eselon III di JI. Gajah Mada XVIII/S Jember

Jember, 2 9 FEB Zmﬁ

Penerima Uang

Ilyas Iskandar Cumarna
CV. Arsa Jember

NIP 19890705 20#812 1 po1

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan,

Rita Kartika Wardani
NIP 19760504 199803 2 001
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Lampiran O Kuitansi Manual KPKNL Jember

No; o 8
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TX No
NPWP
NAMA
ALAMAT

KOTA

NOP

JENIS PAJAK
JENIS SETORAN
MASA PAJAK
TAHUN PAJAK
NO. SK

JUMLAH SETOR

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Lampiran

CETAKAN KODE
BILLING

A16125641082
72.454.146.1-626.000
ARSA

JL. KENANGA VI LINGK.

JEMBER

411211 - PPN Dalam Negeri
910 - Pemungut Bend APBN
0202

2016

Rp. 2.536.364

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING
MASA AKTIF

016021217986614
07/03/2016 08:28:29
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Lampiran Q Bukti Penyetoran PPN

BUKTI PENERIMAAN NEGARA | KEVENTERAN |

INDONESIA PENERIMAAN PAJAK KEUANGAN
Data Pembayaran:
Tanggal Jam Bayar 129/02/2016 09:44:20 NTB 1160229775978
Tanggal Buku : 29/02/2016 NTPN 1 7D961539V7K7JQAI
Kode Cab. Bank 10021 STAN : 574602
Data Setoran:
Kode Billing 1 016021217986614
NPWP 1 72.454.146.1-626 000
Nama Wajib Pajak :ARSA

Alamat

Nomor Objek Pajak
Akun

Jenis Setoran
Masa Pajak

No Ketetapan
Jumiah Setoran
Terbilang

+JL. KENANGA VI LINGK. NO 120 RT 003 RW 024,JEMBER

1411211

1910

102022016

: 000000000000000

: Rp. 2,536,364.00 Mata Uang : IDR

: DUA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU TIGA RATUS
ENAM PULUH EMPAT RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memeriukan tanda tangan

Validasi Bank

72.454146.1.626.0000 ARSA 0000411211 9100202201600 2536364.00 29022016 29022016
7D961539V7K7JQAI 160229775978 574602 139
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Lampiran R UU No. 42 Tahun 2009 teantang PPN dRarBiM

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum
dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih
sederhana, serta mengamankan penerima&n negara agar
pembangunan nasional dapat dilaksanakan. secara mandiri
perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...
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(3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d
dan/atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari
luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor,
dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang

" terytang yang penghitungan dan tata caranya diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

: Pasal 4
(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

b. impor Barang Kena Pajak; 3

c. penyerahan Jasa Kena Pajak df dalam® Daerah
Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;

d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

c. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean;

f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak;

g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh
Pengusaha Kena Pajak; dan

h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena
Pajak. o

(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa

Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak

Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4A ...
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Pasal 4A

Dihapus.

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan
Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang
sebagai berikut:

a.

b.

d.

barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran
yang diambil langsung dari sumbernya;

barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak;

makanan dan minuman yang disajikan di hotel,
restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,
meliputi makanan dan minuman baik yang
dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk
makanan dan minuman yang diserahkan oleh
usaha jasa boga atau katering; dan

uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai
berikut: » .

o pE MmO AN DR

jasa pelayanan kesehatan medis;

jasa pelayanan sosial;

jasa pengiriman surat dengan perangko;

jasa keuangan;

jasa asuransi;

jasa keagamaan;

jasa pendidikan;

jasa kesenian dan hiburan;

jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa
angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara
luar negeri;

jasa tenaga kerja;
jasa perhotelan;’

jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam
rangka menjalankan pemerintahan secara umumn,;
jasa penyediaan tempat parkir;

o. jasa ...
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o. jasa telepon umum dengan menggunakan uang
logam;

p. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan

q. jasa boga atau katering.

. 6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 5

Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai
juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap:

a. penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah- yang dilakukan oleh pengusaha yang
menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah
Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya;
dan t

b. impor Baraﬂg Kena Pajak yang tergolong mewah.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah cﬁtenakan hanya
1 (satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang
menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena
Pajak yang tergolong mewah.

7. Ketentuan Pasal SA diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal SA

Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas
penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan
dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai atau
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak
terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena
Pajak yang dibatalkan, baik seluruhnya maupun
sebagian, dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan
Nilai yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya
pembatalan tersebut.

(3) Ketentuan ...
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Ketentuan mengenai tata cara pengurangan Pajak
Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga
Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

@)

Pasal 7

Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh
persen).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen)
diterapkan atas:

a. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;

b. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan

c. ekspor Jasa Kena Pajak. “

Tarif pajak sebagaimané dimaksud pada ayat (1) dapat
diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan
paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan
tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)
3

Pasal 8

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan
paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi
200% (dua ratus persen).

Ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah
dikenai pajak dengan tarif 0% (nol persen).

Ketentuan mengenai kelompok Barang Kena Pajak yang
tergolong mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dengan tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan ...
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(4) Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenai Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

(1) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang
meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai
Ekspor, atau nilai lain.

(2) Ketentuan mengenai nilai lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

g Vo 3

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (2a), ayat

(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (13) dan

ayat (14) diubah, di antara ayat (2a) dan ayat (3) disisipkan

1 (satu) ayat, yakni ayat (2b), di antara ayat (4) dan ayat (5)

disisipkan 6 (enam) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat

(4f), di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat,

yakni ayat (6a) dan ayat (6b), dan di antara ayat (7) dan ayat

(8) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (7a) dan ayat (7b)

sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Dihapus.
(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan
dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

(2a) Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi
sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang
pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor
barang modal dapat dikreditkan.

(2b) Pajak ...
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16F

PASAL II
Cukup jelas.

Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau
konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu
sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang
dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas
pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa
pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih
kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau
penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah
melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau
pemberi jasa. b

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5069
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Lampiran S KMK No. 563/KMK.03/2003

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 563/KMK.03/2003
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR
PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK
MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS
BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN,
DAN PELAPORANNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyederhanakan sistem
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah oleh Pemungut Pajak Pertambahan
Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 dari Pasal
16A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan
tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut,
Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah Beserta Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 1264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN

BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN
DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN
MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA
PEMUNCULAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA.

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

115

(1)

(2)

(3

Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang
melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi,
Kabupaten, atau Kota.

Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak
yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan
Kas Negara.

Pasal 2

Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
yang melakukan pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah atas nama
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor,
dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang terutang.

Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran melalui Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara, wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha
Kena Pajak yang telah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas
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(1)

(2)

(1)

(2)

Negara dimaksud.

Pasal 3

Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah
atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
yang harus dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara dihitung sesuai dengan contoh
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak
dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal :

a. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

b. pembayaran untuk pembebasan tanah;

c. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

d. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan
Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;

e. pembayaran atas rekening telepon;

f. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan; atau

g. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan
Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum.
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Pasal 5

(1) Pemungutan Pajak Pertumbuhan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada saat
pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan
Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah.

(2) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran
tagihan.

(3)

Dalam hal hari ketujuh jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan
pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6
(1) Bendaharawan Pemerintah wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut dan disetor ke Kantor
Pelayanan Pajak dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya bulan dilakukan
pembayaran tagihan.

(2)

Pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menolak permintaan pembayaran
berikutnya yang diajukan Bendaharawan Pemerintah dalam hal ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6 tidak
dipenuhi.

Pasal 8

Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara wajib menyampaikan daftar
Bendaharawan Pemerintah yang berada dalam wilayah kerjanya beserta daftar
perubahannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pelayanan Pajak yang
ditunjuk Direktur Jenderal Pajak.
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Pasal 9

Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah dan Kantor
Perbendaharaan Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

(1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak rekanan kepada Badan-badan Tertentu yang ditetapkan sebagai
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan
Pemerintah, Badan-badan Tertentu, Instansi Pemerintah Tertentu untuk
Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah, yang dilakukan sampai dengan tanggal 31
Desember 2003, tetap dipungut oleh Badan-badan Tertentu sepanjang
Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak
tersebut diterbitkan sebelum tanggal 31 Januari 2004.

(2) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disetorkan oleh Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
lambat tanggal 31 Januari 2004.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2)
tidak dipenuhi, kepada PKP rekanan atau Pemungut Pajak Pertambahan Nilai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan
perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri
Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan
Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-
sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 12

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan
Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah
Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai
Pemungut Pajak Pajak Pertambahan Nilai;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan Tertentu sebagai Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai; dan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 550/KMK.04/2000 tentang Tata Cara
Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO
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Lampiran T Perpres No. 04 Tahun 2015

,‘,z
q

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN
2010 TENTANG PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja
Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu
inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi

informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap

peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan ...


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

P
{

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3)

4)

S)

-12 -
b) Seleksi atau Penunjukan Langsung

untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi

yang bernilai paling tinggi
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh  miliar
rupiah);

menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan
Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
kepada PPK;

menyimpan dokumen asli pemilihan

Penyedia Barang/Jasa;

membuat laporan mengenai proses

Pengadaan kepada Kepala ULP.

khusus Pejabat Pengadaan:

1)

2)

menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa
Lainnya yang Dbernilai paling tinggi
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah); dan/atau

b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah);

menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan

Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

kepada PPK;

3) menyerahkan ...
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRACT

-36-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Ratih Nurdiati
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Lampiran U PMK 190/PMK.05/2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 190 /PMK.05/2012
TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai
pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan
dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;

CH bahwa  untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

Mengingat s L. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); /b
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Menetapkan

MENTEM KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

il

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut
DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang
digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan
APBN.

Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang
bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/
lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga
negara.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga
yang bersangkutan.

Bagian Anggaran adalah kelompok anggaran menurut
nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut
fungsi Bendahara Umum Negara.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi
BUN. /b
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Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut
Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk
melaksanakan  tugas kebendaharaan  dalam  rangka
pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit
organisasi lini Kementerian Negara/Lembaga atau unit
organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan
Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran dan menerbitkan  perintah
pembayaran.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada
kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu
Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran
kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
tertentu.

Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang
selanjutnya disingkat PPABP adalah pembantu KPA yang
diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola
pelaksanaan belanja pegawai.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada
Bendahara  Pengeluaran untuk  membiayai kegiatan
operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran
yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayaran langsung. /b
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3)

(1)
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Kepala Satker menyampaikan surat keputusan
pengangkatan dan spesimen tanda tangan Bendahara
Pengeluaran kepada:

a. PPSPM; dan

b. PPK.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga
atau kepala Satker menetapkan 1 (satu) Bendahara
Pengeluaran untuk 1 (satu) DIPA/Satker.

Dalam hal terdapat keterbatasan pegawai/pejabat yang akan
ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran, Menteri/Pimpinan
Lembaga atau kepala Satker dapat menetapkan 1 (satu)
Bendahara Pengeluaran untuk mengelola lebih dari 1 (satu)
DIPA /Satker.

Dalam hal pengelolaan DIPA/Satker tidak memerlukan
Bendahara Pengeluaran, tidak perlu ditetapkan Bendahara
Pengeluaran.

Pasal 24

Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan

atas uang/surat berharga yang berada dalam

pengelolaannya, yang meliputi:

a. Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan
Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran; dan

b. Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan

bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari
APBN.

Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan
membukukan uang/surat berharga dalam
pengelolaannya;

b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan
perintah PPK;

c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi
persyaratan untuk dibayarkan;

d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara
dari pembayaran yang dilakukannya;

e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban
kepada negara ke kas negara;

f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan

g. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ib

kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.
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Pasal 81
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1191

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRG UMM
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